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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum 
Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di daerah dan untuk mengetahui 
Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Terhadap Hakim 
pada Pengadilan Tinggi Makassar. 
 
 Data yang diperoleh dalam Penelitian ini adalah data sekunder 
melalui analisis dokumen terhadap instansi Komisi Yudisial dan 
Pengadilan Tinggi, untuk melakukan observasi, wawancara, terkait 
dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan Tinggi 
Makassar. dan data primer yang diperoleh melalui pengkajian terhadap 
peraturan perundang – undangan, opini, dan sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Hukum 
Pengawasan Komisi Yudisial penghubung di daerah adalah dalam rangka 
menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku Hakim ,  diatur 
dalam peraturan perundang - undangan dengan adanya kewenagan KY 
penghubung untuk melaksanakan pemantauan peradilan, menindak lanjuti 
adanya laporan masyarakat sekaitan dengan dugaan adanya pelanggaran 
kode etik Hakim, dan di dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama 
(mitra) dengan lembaga lain. Dan Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial 
penghubung dalam menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan 
perilaku Hakim adalah dilakukan berdasarkan adanya laporan 
masyarakat. Sedangkan, sanksi terhadap Hakim atas adanya 
pelanggaran Hakim adalah kewenangan dari Komisi Yudisial, Komisi 
Yudisial Penghubung hanya berwewenang dalam melakukan klasifikasi, 
dan verifikasi, untuk diserakan ke Komisi Yudisial RI (pusat). Sedangkan 
Hakim di pengadilan Tinggi tidak memberikan respon terhadap 
keberadaan Komisi Yudisial penghubung. Seharusnya ketentuan Hukum 
Pengawasan Komisi Yudisial penghubung di daerah terhadap Hakim 
harus diberikan kewenagan yang lebih luas dalam  rangka menjaga 
kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku Hakim serta 
pelaksanaan tugas Komisi Yudisial penghubung dalam dalam mejaga 
kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku Hakim harus dilakukan 
sosialisasi terhadap Hakim - Hakim dan kepada masyarakat atas 
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A. Latar Belakang  
 Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 20041 
tentang Komisi Yudisial, menjadi landasan yuridis terhadap 
kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan 
hakim. Sebagai harapan agar warga masyarakat dapat dilibatkan 
dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, hingga pada 
pemberhentian hakim. Disisi lain adalah dimaksudkan dengan 
harapan agar menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, 
kehormatan, serta perilaku hakim berdasarkan konstitusi negara 
republik Indonesia.   
 Bahwa sebagai lembaga peradilan, diharapkan adanya 
kemandirian, ketidak berpihakan (netral), kompetensi, dan 
kewibawaan dan kemampuan menegakkan hukum, sebagai 
konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan 
hukum, serta dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia (warga 
negara). Hal tersebut dengan harapan dapat mewujudkan tujuan 
hukum yakni: kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.  
 Dengan adanya lembaga peradilan yang dapat memenuhi dan 
menjamin harkat dan martabat, serta hak asasi manusia maka hal 
tersebut diberikan kewenangan oleh hakim untuk memberikan suatu 
                                                 
1  Undang-undang Nonor 22 Tahun 2004 
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putusan yang adil sehingga hakim memiliki peran dan posisi, penting 
dalam sistem negara hukum sebab dapat saja memenuhi dan 
mencabut hak asasi manusia sesuai oleh karena kewenangannya 
sebagaimana dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 Pelaksanaan kewenangan hakim seharusnya dilaksanakan 
guna menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Dengan 
berdasar pada asas equality before the law (setiap orang sama di 
depan hukum). Hal tersebut berkorelasi dengan tanggung jawab 
hakim di dalam memberikan putusan dengan berdasar pada “Demi 
Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat tersebut 
mengandung makna bahwa adanya tanggung jawab kepada 
masyarakat dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 Tugas dan tanggung jawab hakim yang begitu berat maka 
hakim dituntut untuk memiliki etika yang baik, berintegritas, dan 
professional, dengan menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku 
hakim. Namun demikian, dalam pelaksanaan peran dan tanggung 
jawab hakim tentunya terdapat hambatan dan tantangan baik secara 
internal dan secara eksternal yang dapat memengaruhi suatu 
putusan. Oleh karena adanya pengaruh dalam pengambilan 
keputusan, maka cenderung tidak memberikan rasa adil kepada 
masyarakat, dan cenderung terjadi kesewenang-wenangan.  
  Maka dari itu, sebagai cita ideal dalam melakukan 
pengawasan terhadap hakim dalam menjaga dan menegakkan 
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hukum, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam 
rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-
Tuhanan Yang Maha Esa. Maka, dibentuk Komisi Yudisial dengan 
melibatkan masyarakat dalam proses pengangkatan, penilaian 
terhadap kinerja dan hingga pemberhentian hakim. Komisi Yudisial 
sebagai institusi pengawasan terhadap hakim, dibentuk di luar 
struktur Mahkamah Agung, agar dapat menampung aspirasi 
masyarakat.  
 Komisi Yudisial merupakan komisi yang bersifat mandiri yang 
mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan 
Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. 
Sebagaimana amanah Pasal 24B Ayat (1) Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu 
wewenang Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal tersebut 
diimplementasikan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial. 
 Dalam melaksanakan kewenangan hakim, dibutuhkan adanya 
pedoman etika dan perilaku hakim dalam menjaga dan menegakkan 
kehormatan hakim secara efektif. Dasar putusan Komisi Yudisial 
memperhatikan mengenai putusan yang dibuat sesuai kehormatan 
hakim dan rasa keadilan masyarakat.  
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 Sedangkan terkait dengan menjaga dan menegakkan 
keluhuran martabat hakim, maka Komisi Yudisial mengawasi terkait 
dengan profesi hakim yag berkesesuaian dengan pedoman etika dan 
perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta 
mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat 
kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, 
dengan tidak melakukan perbuatan tercela.  
 Alasan utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial di dalam suatu 
negara hukum adalah pertama, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat 
melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman 
dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang 
seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;  
 Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau 
penghubung antara kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan 
kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang tujuan utamanya 
adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari 
pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan 
pemerintah.  
 Ketiga, Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan 
efektivitas kekuasaan (Judicial Power) akan semakin tinggi dalam 
banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim 
Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.  
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 Keempat, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, 
karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang 
ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).  
 Kelima, Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian 
kekuasaan kehakiman (Judicial Power) dapat terus terjaga, karena 
politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi 
dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga 
politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.  
 Sebagaimana pandangan A. Ahsin Thohari bahwa dibebarapa 
negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau 
lebih dari lima hal sebagai berikut: 2 
1. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan 
kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara 
internal saja. 
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara 
kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini 
Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (judicial 
power). 
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan 
efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila 
masih disibukkan dengan persoalan persoalan teknis non-
hukum. 
                                                 
2  A. Ahsin Thohari (2004), Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.  
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4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena 
setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan 
yang ketat dari sebuah lembaga khusus. 
5. Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan 
masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan 
merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden 
atau parlemen. 
 Banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan wewenang oleh 
hakim serta pejabat peradilan lain yang banyak dipublikasikan  oleh 
berbagai media. Hal tersebut menjadi cerminan dari lemahnya 
integritas moral dan perilaku hakim serta pegawai lembaga 
peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi dilingkungan pengadilan 
negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah terjadi dilingkungan 
Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 
yang tertinggi, sehingga menimbulkan sebuah pandangan bahwa 
lembaga peradilan sebagai suatu sistem dianggap sudah tidak bersih 
dan kurang berwibawa. 
 Pada dasarnya hakim itu adalah manusia biasa, yang tidak 
luput dari kesalahan dan kekhilafan, yang mempunyai banyak 
kelemahan–kelemahan dan harus selalu diingatkan akan 
kelemahannya. Untuk itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap 
para hakim agar supremasi hukum bisa terealisasi secara signifikan.  
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 Sebagaimana hasil survey3 oleh Komisi Yudisial Kota Makassar  
dilakukan pada 12-17 Oktober 2014 di Kota Makassar, dengan  
beberapa  responden sebanyak 45 hakim di sejumlah pengadilan di 
Makassar, Sulawesi Selatan. Menyebutkan upaya perbuatan yang 
merendahkan atau merusak kehormatan dan keluhuran hakim saat 
sidang berlangsung cukup tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh 
anggota KY Jaja Ahmat Jayus, bahwa 
"Upaya tersebut cukup tinggi dan 96 persen menyatakan 
sepakat adanya kekerasan fisik hakim, 58 persen demonstran 
mengunakan pengeras suara sampai ke ruang sidang, dan 
ancaman atau teror 18 persen,"     
 
 Dilain sisi bahwa sebagaimana Rusman Medjang4 Koordinator 
Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan, mengatakan 
pihaknya sedang mengawasi proses banding terdakwa kasus dana 
bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2008, Andi 
Muallim. "Ini salah satu kasus prioritas yang dipantau KY," dalilnya 
bahwa sebelumnya dalam putusan banding terpidana kasus bantuan 
sosial lainnya, Anwar Beddu, Muallim dinyatakan tidak bersalah oleh 
hakim Pengadilan Tinggi Makassar. Rusman mengatakan pihaknya 
tidak akan mengintervensi hakim dalam pengambilan keputusan, 
melainkan hanya akan mengkaji pertimbangan hakim dalam 
mengambil keputusan. bila putusan tak sesuai dengan fakta hukum, 







hal itu menjadi temuan Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran 
kode etik hakim. "Temuan akan dilaporkan ke Komisi Yudisial pusat,"   
 Dari berbagai latar belakang tersebut diatas bahwa Komisi 
Yudisial penghubung wilayah Sulawesi Selatan didalam melakukan 
pengawasan cenderung melakukan pengawasan langsung dalam 
proses persidangan dan melakukann upaya untuk mengetahui 
secara faktual terhadap Hakim di dalam melaksanakan tugas demi 
menjaga kehormatan Hakim. Dari hal tersebut sehingga pada 
penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Pengawasan Komisi 
Yudisial Terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.” 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian diatas, maka sebagai batasan pada 
penelitian skripsi ini adalah: 
a. Bagaimanakah Ketentuan hukum pengawasan Hakim 
oleh Komisi Yudisial di daerah ? 
b. Sejauhmanakah implementasi Pengawasan Komisi 
Yudisial Penghubung Terhadap Hakim pada Pengadilan 
Tinggi Makassar ?  
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan batasan pada rumusan masalah, adapun 
tujuan penelitian adalah:  
1. Untuk mengetahui dan memahami Ketentuan hukum 
pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di daerah.  
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2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi 
Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Terhadap 
Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar.  
D. Kegunaan Penelitian  
 Berdasarkan latar belakang masalah, pada penelitian ini dapat 
berguna pada:  
1. Secara Teoretis 
 Untuk digunakan sebagai dasar dan bahan hukum 
pada akademik, dan masyarakat secara umum sekaitan 
dengan pengawasan Komisi yudisial terhadap Hakim  
2. Secara praktis  
 Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi anggota 
Komisi Yudisial, Hakim, dan masyarakat sekaitan dengan 






A. Teori Kewenangan 
 
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang  
 
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia ( KKBI ), kata wewenang 
memiliki arti : 
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan 
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain 
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan5 
Sedangkan kewenangan memiliki arti : 
1. Hal berwenang 
2. Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu6 
 
Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan – aturan 
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang – 
wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan 
hukum publik.7 Kemudian Nicolai memberikan pengertian 
kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu ( tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan 
                                                 
5 Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP, Makassar, 
2008 hal 61 
6  Ibid hal 61 
7  Ibid hal 63 
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akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum 
tertentu ).8 
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan 
bagian awal hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) 
baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang 
diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar 
wewenang yang diatur dalam peraturan perundang undangan ( 
legalitiet beginselen ).9 Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa 
hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). 
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. 
Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 
tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal 
tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu,10 sedangkan menurut S.F. 
Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan 
suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan – hubungan hukum.11  
 
                                                 
8  Ibid hal 63 
9  Sadjijono, op.cit hal 56 
10  Ibid hal 58 
11  S.F. marbun, peradilan administrasi Negara dan upaya administratif di Indonesia, 
liberty,Yogyakarta, 2997, hal 154-155 
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Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat – 
sifat, antara lain : 
1. Express implied 
2. Jelas maksud dan tujuannya 
3. Terikat pada waktu tertentu 
4. Tunduk pada batasan tertulis dan tidak tertulis 
5. Isi wewenang dapat bersifat umum12 
 Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan 
pemerintah dalam penyelenggaran negara berhubungan dengan 
asas legalitas. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi sebuah hal 
yang mendasar untuk pemberian sebuah kewenangan. 
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
negara hukum ( het democratish ideaal en het rechtstaat ideaal ).13 
Gagasan demokrasi menuntut setiap undang – undang dan berbagai 
bentuk keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan 
sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. 
Sebagaimana yang dikatakan Rosseau bahwa undang – undang 
merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi 
kepentingan masyarakat.14 
Gagasan tentang negara hukum menuntut adanya 
penyelenggaraan urusan kenengaraan dan pemerintahan harus 
didasarkan pada undang – undang dan memberikan jaminan 
                                                 
12  Ibid, hal 155 
13  Ridwan H.R. op. Cit hal 67 
14  Ibid hal 67 
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terhadap hak – hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar 
legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan 
jaminan perlindungan terhadap hak – hak rakyat. Hal ini selaras 
dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas 
berarti upaya untuk mewujudkan duat integral secara harmonis 
antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaualatan hukum 
berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar – pilar, yang sifat dan 
hakikatnya konstitutif.15 
Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi setiap penyelenggaraan negara yaitu : 
1. Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai 
sasaran yang telah ditetapkan 
2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat 
diterima oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah 
kekacauan 
3. Yuridikitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar 
hukum dalam arti luas 
4. Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
hukum atau perbuatan administrasi negara tidak boleh 
dilakukan tanpa dasar undang – undang ( tertulis ) dalam 
arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan 
                                                 
15  Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, 
Bandung. Halaman 2 
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darurat , kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian. Jika 
kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat 
digugat dipengadilan 
5. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan 
oleh masyarakat, moral dan etika hukum maupun 
kebiasaan masyarakat wajib dijunjung tinggi 
6. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib 
dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan 
produktivitas wajib diusakan setinggi - tingginya 
7. Teknik dan Teknologi yang setinggi – tingginya wajib 
dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan 
mutu prestasi yang sebaik – baiknya.16 
Penyelenggaraan pemerintahan mesti memiliki legitimasi yang 
lain selain aturan yang tertulis untuk menjalankan kewenangannya 
dalam mewujudkan general welfare karena aturan tertulis, menurut 
Banir Manan hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa 
kelemahan antara lain : 
1. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat 
sehingga tidak mungkin semuanya tercakup dalam 
peraturan perundang – undangan 
2. Peraturan perundang – undangan sifatnya statis dan tidak 
mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat.17 
                                                 
16  Prajudi Atmosudirdjo, op.cit, hal 31-32 
15 
 
2. Sumber dan cara memperoleh kewenangan 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang – undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, 
delegasi, dan mandat.18 Disisi lain ada yang berpendapat bahwa 
dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama 
memperoleh wewenang pemerintahan yaitu, atribusi dan delegasi, 
sedangkan mandat merupakan kadang – kadang saja, oleh karena 
itu ditempatkan secara tersendiri. Kecuali dikaitkan dengan gugatan 
Tata Usaha Negara, mandat disatukan katrena penerima karena 
penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.19 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut : 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang – undang kepada organ pemerintahan 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 
dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya di jalankan organ lain atas namanya.20 
                                                                                                                                     
17  Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum 
Nasional. Amico, Bandung. Halaman 1-2 
18  Ridwan H.R. op.cit. hal 73 
19  Sadjijono, op.cit hal 64 
20 Ridwan H.R. op.cit. hal 74 
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Untuk memperjelas perbedaan mendasar atara wewenang 
atribusi, delegasi, dan mandat, berikut ini dikemukakan skema 
tentang perbedaan tersebut : 
 Atribusi Delegasi Mandat 











Dapat dicabut atau 
ditarik kembali apabila 
ada pertentangan 
atau penyimpangan  
Dapat ditarik atau 
digunakan sewaktu 










akibat yang timbul 
dari wewenang 
Pemberi wewenang ( 
delegans ) 
melimpahkan 






















  Sumber  : 
(Sardjijono Bab Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang PRESSindo, 
Yogyakarta, 2008 hal 67) 
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B. Konsep Negara Hukum 
 
Pengertian Negara Hukum 
 
 Gagasan negara hukum memiliki kaitan langsung dengan ilmu 
Hukum Administrasi Negara. Dalam perkembangannya konsepsi 
negara hukum tersebut kemudian mengalamai penyempurnaan, 
yang secara umum dapat dilihat diantaranya : 
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 
rakyat 
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan 
perundang-undangan 
c. Adanya jaminan terhadap hak – hak asasi manusia ( warga 
negara ) 
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara 
e. Adanya pengawasan dari badan – badan peradilan (rechterlijke 
controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan 
tersebut benar – benar tidak memihak dan tidak berada di 
bawah pengaruh eksekutif. 
f. Adanya peran yang nyata dari anggota – anggota masyarakat 
atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
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g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 
yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran 
warga negara.21 
       
C. Pengertian Implementasi  
 
 Menurut Nurdin Usman22  dalam bukunya yang berjudul 
Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan 
pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai 
berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 
mencapai tujuan kegiatan”  
 Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 
dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi 
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 
kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi 
dipengaruhi oleh objek berikutnya.  
 Menurut Guntur Setiawan23  dalam bukunya yang berjudul 
Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan 
                                                 
21  Ridwan HR, op.cit, hal 3 
22  Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada Hal, 70 
23  Setiawan, Guntur (2004).Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: 
Cipta Dunia. Hal. 39 
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pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai 
berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang 
efektif”  
 Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 
dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk 
melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan 
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian 
dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa 
tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.  
 Menurut Hanifah Harsono24 dalam bukunya yang berjudul 
Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya 
mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: 
“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 
menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. 
Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 
program” 
 Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 
Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang 
telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan 
sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk 
                                                 
24  Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Yogyakart: 
Rhinheka Rasa. Hal. 67 
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melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam 
kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang 
dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah 
dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan 
implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 
dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 
terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan 
sudah dianggap sempurna.  
 Implentasi menurut Nurdin Usman25 adalah bermuara pada 
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 
implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.  
 Menurut Harsono,26 dalam bukunya yang berjudul Implementasi 
Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi 
adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan 
kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu 
kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.  
 Menurut Guntur Setiawan27 dalam bukunya yang berjudul 
Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan 
                                                 
25  Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada. Hal. 70 
26  Harsono, Hanifah. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Yogyakarta: 
Rhinheka Rasa. Hal. 67  
27  Setiawan, Guntur (2004).Implementasi Dalam Birokrasi Pe mbangunan. 
Jakarta: Cipta Dunia. Hal. 39 
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aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan 
dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 
pelaksana, birokrasi yang efektif.  
D. Pengawasan  
 
1. Pengertian Pengawasan 
 
 Di dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal 
dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti 
melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan 
kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya 
dari apa yang di awasi”.28 
 Menurut Saiful Anwar29, pengawasan atau kontrol terhadap 
tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas 
yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 
penyimpangan-penyimpangan.  
 Menurut Prayudi30 pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau 
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan 
atau diperhatikan”. 
                                                 
28 Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, 
hal 2. 
29 Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 
2004, hal.10 
30  Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80 
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 Menurut M. Manullang31  mengatakan bahwa:  
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu 
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 
mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan rencana semula”  
 Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto 
memberikan batasan bahwa:  
”Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan 
agar pekerjaan pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”32 
 Menurut Harold Koonz dalam John Salinderho33 bahwa 
pengawasan adalah Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan 
para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok 
dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan 
dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana 
ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan 
tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan penyimpangan, 




                                                 
31  M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, 
hal.18. 
32  Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, 
hal 13 




2. Bentuk Pengawasan 
 Saiful Anwar34 menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya 
pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:  
 Pertama, Pengawasan internal yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara 
organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu 
sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan 
terhadap bawahannya sendiri.  
 Kedua, Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau 
lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar 
pemerintah dalam arti eksekutif.  
 Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan 
jenis-jenis pengawasan yaitu : 1. Pengawasan dari segi waktunya 2. 
Pengawasan dari segi sifatnya.35 Pengawasan ditinjau dari segi 
waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut: 
1. Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu 
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 
yang lebih tinggi terhadap keputusan - keputusan dari 
aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan 
sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan 
                                                 
34  Saiful Anwar. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 
2004, hal. 27 
35  Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 
2004, hal. 128 
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administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara 
pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. 
Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan 
maka ketetapan atau peraturan tersebut belum 
mempunyai kekuatan hukum.  
2. Pengawasan a-posteriori atau pengawasan represif yaitu 
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 
yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah 
yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah 
dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah 
atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan 
dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan 
apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan 
dengan cara menangguhkan ketetapan yang telah 









E. Komisi Yudisial  
 
1. Komisi Yudisial 
 Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) merupakan 
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi 
Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 
dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau 
pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab 
kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan 
tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.  
2. Kewenangan Komisi Yudisial 
 Wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:  
Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad 
hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk 
mendapatkan persetujuan; 
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim; 
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
(KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 
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4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). 
 Sedangkan wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan  Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, 
maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 
3. Menetapkan calon hakim agung; dan 
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 
 Sedangkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 
mengatur bahwa: 
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial 
mempunyai tugas: 
 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
perilaku hakim; 
 Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim; 
 Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi 
terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 
 Memutus benar tidaknya laporan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim, 
 Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain 
terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau 
badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 
keluhuran martabat hakim. 
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan 
peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; 
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3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat 
meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 
dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. 
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan 




3. Tujuan Terbentukya Komisi Yudisial 
 Adapun tujuan terbentuknya Komisi Yudisial sebagaiimana  
menurut A. Ahsin Thohari adalah:36 
1. Melakukan monitoring yang intensif terhadap lembaga 
peradilan dengan cara melibatkan unsur-unsur 
masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan 
bukan hanya monitoring secara internal saja. Monitoring 
secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat 
korps (l’esprit de corps), sehingga objektivitasnya sangat 
diragukan. 
2. Menjadi perantara (mediator) antara lembaga peradilan 
dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian, 
lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-
persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah 
ditangani oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya, lembaga 
peradilan harus melakukan sendiri hubungan tersebut, 
                                                 
36 A. Ahsin Thohari (2004), Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 
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sehingga hal ini mengakibatkan adanya hubungan 
pertanggungjawaban dari lembaga peradilan kepada 
Departemen Kehakiman. Hubungan pertanggungjawaban 
ini menempatkan lembaga peradilan sebagai subordinasi 
Departemen Kehakiman yang membahayakan 
independensinya. 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan 
dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukkan dengan 
hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek 
hukum seperti rekruitmen dan monitoring hakim serta 
pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan 
demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi 
untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang 
diperlukan untuk memutus suatu perkara. 
4. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga 
peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh 
lembaga yang benar-benar independen. Di sini 
diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak 
terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh 
penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi 
Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang 
dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan 
masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi. 
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5. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekruitmen 
hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah 
lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, 
sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak 
lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada 
 Sehingga dari pandangan tersebut, maka Tujuan Dibentuknya 
Komisi Yudisial adalah mendukung terwujudnya kekuasaan 
kehakiman yang mandiri  untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dan Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim 
sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam 
menjalankan kewenangan dan tugasnya. 
 
F. Hakim  
 
1. Pengertian Hakim 
 
 Hakim dalam bahasa Inggris adalah Judge, sedangkan dalam 
bahasa Belanda adalah Rechter yaitu adalah pejabat yang 
memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab 
adalah hakima yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, 
pemerintah." Hakim yang memutuskan hukuman bagi pihak yang 
dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran 
akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Kekuasaannya berbeda-
beda di berbagai negara. 
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 Menurut Anwar Sadat37 bahwa  
Hakim adalah orang yang mempunyai wewenang untuk 
menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan 
menetapkan hukum kepada orang yang bersengketa dengan 
menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam 
al-Quran. 
 Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang 
dimaksud dengan hakim adalah  hakim agung dan hakim pada 
badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di 
bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun  1945.  
 Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang 
Waluyo menyatakan:  
bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah 
diletakkan kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan 
keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis 
atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak 
boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi 
peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. 38 
 Sedangkan pandangan Al. Wisnu Broto39 pendapatnya ialah, 
yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan 
keadilan secara abstrak, Bahkan ada  yang menggambarkan hakim 
                                                 
37 Anwar Sadat. 2011. Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur’an jurnal. AL-FIKR 
Volume 15 Nomor 1 Makassar. 
38 Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik 
Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11. ) 
39 .(Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek 
kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal  2 ) 
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sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan 
keadilan.  
 Hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan 
kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan 
dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 
penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang 
yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk 
berbuat adil dalam membuat keputusan. 
  Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang 
bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum 
orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. 
Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung 
jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi 
tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung 
jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - 
tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
 Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup 
tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Tengok saja, dalam UU 
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 
dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU  No. 8 Tahun 1981 tentang 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan 
perundangan lainnya. 
 Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim 
terikat aturan hukum, seperti hal nya pada pasal158 KUHAP yang 
mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau 
mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai 
salah atau tidaknya terdakwa.  Sehingga, profesi hakim merupakan 
profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan 
kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum.  
2.  Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Hakim 
 Hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang 
tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar 
kode etik hakim, antara lain:  
- Prinsip kebebasan.  
 Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah 
suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan 
mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena 
itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi 
contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek 
perorangan maupun aspek kelembagaan. 
- Prinsip Ketidakberpihakan. 
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 Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan 
secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku 
terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses 
dalam mana keputusan itu dibuat. 
- Prinsip Integritas.  
 Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan 
peradilan secara tepat mutu pengemban profesi 
- Prinsip Kesopanan. 
 Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri 
sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan 
seorang Hakim. 
- Prinsip Kesetaraan. 
 Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan 
terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah 
penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana 
mestinya. 
- Prinsip Kompetensi dan Ketaatan. 
 Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat 
terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya40  
                                                 
40  F. Manao, SH, Hakim sebagai pilihan profesi, artikel, ditulis untuk workshop 
pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan 
Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta, 19 Juli 2003. Disiplin F. Manao, seorang Hakim, 
juga pengurus IKA PERMAHI) 
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 Amandemen ketiga UUD NRI 1945, bahwa pertama,: 
sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan  “kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan”; kedua, Ayat (2) bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
  Sebagaimana Pasal 1 ayat 5). UU No 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial, bahwa Hakim adalah hakim agung dan hakim pada 
badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di  
bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah. 
 
3.  Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
Tugas Pokok dan Fungsi  
 Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-
Sulawesi Selatan & Barat merupakan lingkungan peradilan umum di 
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 
hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi  sebagai kawal depan (Voorj 
post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, 
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memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di 
tingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang 
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 
masuk di tingkat pertama. 
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di 
atas adalah sebagai berikut :41 
1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi): 
 Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas 
perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  perkara 
yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 
 mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan 
fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah 
hukumnya. 
 Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan 
wajar dan seksama.  
2. Majelis Hakim: 
 melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.  
3. Panitera/Sekretaris; 
                                                 
41  http://www.pt-makassar.go.id/index.php/profil/profil-tupoksi 
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 Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan 
mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera 
pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan 
Tinggi. 
 Panitera, Wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti 
bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 
persidangan. 
 Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang 
diterima di kepaniteraan. 
 Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-
undang yang berlaku 
 Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan 
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat 
lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 
 Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, 
mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat 
administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian 
kesekretariatan Pengadilan Tinggi. 
 Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna 
Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. 
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 Sekretaris selaku  Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) 
bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik 
negara (BMN).  
4. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan 
tugas di bidang kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas 
Panitera Pengganti, Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum. 
5. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan 
tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan 
mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan. 
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR42 
 
 
                                                 




PEJABAT PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 
No Nama Jabatan 
1 H. Andi Suryadarma Belo, S.H. Ketua 
2 Sunaryo, S.H., M.H. Wakil Ketua 
3 H. Iksan, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
4 Purwanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
5 Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
6 H. Sugito, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
7 Agustinus Silalahi, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
8 Yunianto, S.H. Hakim Tinggi 
9 Hidayat, S.H. Hakim Tinggi 
10 Muh. Zubaidi Rahmat, S.H. Hakim Tinggi 
11 Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
12 Hj. Endang Ipsiani, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
13 H. Mulyanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
14 Hanizah Ibrahim M., S.H., M.H. Hakim Tinggi 
15 I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
16 H. Joko Siswanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
17 Istiningsih Rahayu, S.H., M.H Hakim Tinggi 
18 H. Suharjono, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
19 Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim Tinggi 
20 H. Suharto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi 
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2 Y. Suppa, S.H. Wakil Panitera 
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4 Andi Hartini, S.H. Panmud Pidana 
5 H. Burhanuddin, S.H., M.H. Panmud Perdata 
6 Drs. Muslimin Panmud Hukum 
7 Yulius Tappi, S.H. Panmud Tipikor 
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A.  Tipe Penelitian  
 Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan melakukan 
pengkajian mengenai ketentuan hukum pengawasan Komisi Yudisial 
terhadap Hakim, dan implementasinya pada pengadilan Tinggi 
Makassar.  
B.  Lokasi Penelitian  
 Dalam rangka pengumpulan data dan informasi berdasarkan 
judul yang diambil, maka dalam melakukan penelitian penulis 
memilih lokasi penelitian sebagai berikut : 
1. Komisi Yudisial Republik Indonesia 
2. Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan 
3. Pengadilan Tinggi Makassar 
4. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar 
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
C.  Sumber Data 
 Sumber data sekunder, dalam penelitian ini adalah diperoleh 
melalui analisis dokumen terhadap instansi Komisi Yudisial dan 
Pengadilan Tinggi, untuk melakukan observasi, wawancara, terkait 
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dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan 
Tinggi Makassar.  
 Sumber data primer, yaitu diperoleh melalui pengkajian 
terhadap peraturan perundang – undangan, opini, dan sumber 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yatu: membaca dan mempelajari 
dokumen berupa peraturan perundang – undangan, studi pustaka 
dan merupakan data primer yang selanjutnya dianalisi kualitatif 





PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Ketentuan hukum pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di 
daerah   
Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dalam ketentuan 
hukum bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan yaitu: 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di 
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuruan dan martabat, 
serta perilaku  Hakim; memerlukan kode etik dan atau pedoman 
perilaku Hakim bersama sama dengan Mahkamah Agung, menjaga 
dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman 
Perilaku Hakim.43  
Sebagaimana Kewenangan Komisi Yudisial, dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan 
kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 
24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai 
berikut: Pasal 24B(1)Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
                                                 




kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.(2)Anggota 
Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di 
bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela. (3)Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(4)Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang. 
Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim agung yang 
duduk di Mahkamah Agung dan para Hakim merupakan figur yang 
sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan 
keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi 
(puncak) dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga menjadi 
tumpuan harapan bagi pencari keadilan. 
Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis 
untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan 
realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di 
bidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial yang 
merupakan lembaga yang bersifat mandiri.  
Menurut ketentuan Pasal 24B Ayat (1), bahwa KY berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
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wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui 
lembaga Komisi Yudisial itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga 
peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat 
diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang 
diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat 
serta perilakunya. 
Undang undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas 
undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 
melahirkan ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Komisi 
Yudisial untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai 
dengan kebutuhan. Sebagai mana pada Pasal 3ayat(2) Komisi 
Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan 
kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Komisi Yudisial.  
Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan 
komisi yudisial sebagaimana di amanatkan dalam undang undang 
Nomor 18 Tahun 2011 tentang komisi Yudisial RI sehingga 
ditetapkan peraturan  Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 
tentang susunan organisasi dan pembidangan kerja Komisi Yudisial 
sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (3) untuk melaksanakn tugas, 
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Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai 
kebutuhan. 
Sebagaimana sebagai tindak lanjut amanah UU No 18 Tahun 
2011 tentang Komisi Yudisial maka dibentuk Peraturan Komisi 
Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan 
susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudisial RI di daerah 
pada Pasal 1 Ayat (2) Penghubung Komisi Yudisial selanjutnya 
disebut penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di 
daerah yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Ayat (3) petugas 
penghubung adalah personalia pelaksana tugas yang melaksanakan 
tugas-tugas penghubung. Ayat (5) wilayah kerja adalah daerah 
dimana penghubung melaksanakan tugas.44  
Berkaitan dengan tujuan Komisi Yudisial Penghubung di daerah 
sebagaimana pada  Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 
Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan susunan, dan tata kerja 
penghubung Komisi Yudisial RI di daerah  sebagaimana pada 
ditegaskan pada Ayat (2) pembentukan penghubung Komisi Yudisial 
bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
meyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan 
persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
Hakim. Ayat (4) pebentukan penghubung dilakukan berdasarkan 
                                                 
44 Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang 
Pembentukan, Susunan, dan Ttata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah 
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pertimbangan - pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan 
penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara dan 
pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, 
efektifitas dan efesiensi kerja.  
Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dalam 
melaksanakan pembentukan berdasarkan pada kebutuhan daerah 
berdasarkan ketentuan perundang - undangan, pembentukan 
penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan keputusan Ketua 
Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno anggota 
Komis Yudisial.45 
Bahwa Komisi Yudisial penghubung mempunyai hubungan 
hirarkhis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada 
Ketua Komisi Yudisial melalui Sekertaris Jenderal. Sedangkan 
Komisi Yudisial penghubung berkedudukan di Ibu kota provinsi yang 






                                                 
45 Lihat pasal 2bab 3 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudisial  di daerah   
46 Lihat Pasal 3 bab 3 dan 4 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudisial  di daerah   
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1. Latar belakang Pembentukan Komisi Yudisial Penghubung 
Undang – undang nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
atas undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Yudisial, melahirkan ketentuan baru yang memberikan kewenangan 
bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat Penghubung di daerah 
sesuai dengan kebutuhan (Pasal 3 ayat 2). Ketentuan ini dapat 
dipandang sebagai suatu hal yang sangat positif bagi penguatan 
peran Komisi Yudisial untuk mendukung tegaknya hukum dan 
keadilan. Keberadaan Penghubung di daerah memiliki posisi 
strategis mengingat Komisi Yudisial hanya berada di Ibu Kota 
Negara, Jakarta, sementara area kerjanya meliputi hakim yang 
jumlahnya kini sekitar 8000-an di seluruh lembaga peradilan di 
Indonesia. Tentu saja Komisi Yudisial akan mengalami keterbatasan 
jika tidak mengalami perluasaan melalaui beberapa peraturan 
perundangan, baik melalui Undang – undang Komisi Yudisial Nomor 
18 Tahun 2011 dan Undang – undang Mahkamah Agung Nomor 03 
Tahun 2009, serta paket 4 Undang – Undang badan peradilan. 
Karena itu diperlukan dukungan dari penghubung Komisi Yudisial di 
daerah. 
Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 
Republik Indonesia Nomor : 119/KEP/SET.KY/08/2013 Tentang 
Pengangkatan Petugas Penghubung Komisi Yudisial Republik 
Indonesia, untuk Petugas Penghubung Wilayah Sulawesi – Selatan. 
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Penghubung Komisi Yudisial di lantik pada tanggal 17 September 
2013, bertempat di Auditorium Al – Jibra Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) Makassar oleh ketua Bidang Pengawasan Hakim 
dan Investifasi Komisi Yudisial, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., 
M.H., 
Rasio Komisioner Komisi Yudisial dan hakim 1:1000, 
Penghubung harus jadi solusi strategis dan merupakan 
perpanjangan tangan Komisi Yudisial. Penghubung baru terbentuk di 
enam daerah termasuk Sulawesi Selatan, hal ini berdasarkan tingkat 
pengaduan masyarakat yang besar. Sebagaimaan yang 
diungkapkan oleh Ni Putu Dewi Damayanti (asisten Penghubung 
Komisi Yudisial) bahwa:  
“semoga dengan hadirnya beberapa Komisi Yudisial 
Penghubung didaerah dapat memberikan peran yang strategis 
dalam melakukan tugas dan fungsinya apalagi sampai dengan tahun 
2015 ini sudah terbentuk sepuluh Penghubung di antaranya Komisi 
Yudisial Penghubung Sulsel, Kaltim, NTB, Jatim, Jateng, Sumut, 
Sulut, NTT, Riau dan Sumsel.”47 
 
Hadirnya kelembangaan Penghubung Komisi Yudisial wilayah 
Sulawesi Selatan, memberikan dan memudahkan masyarakat 
pencari keadilan untuk menyampaiakan laporan pengaduan terkait 
dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim 
untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.  
                                                 
47  Wawancara dengan Ni Putu Dewi Damayanti, S.Kom tanggal 5 Mei 2015 di Kantor Komisi 




2. Tugas Komisi Yudisial Penghubung 
Sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial RI 
Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata 
kerja penghubug Komisi Yudisial RI di daerah  bahwa “penghubung 
berfungsi membantu melaksanakan tugas Komisi Yudisial dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 
serta perilaku Hakim, Pasal (5) bahwa penghubung bertugas:  
a. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan 
pelangggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk 
diteruskan ke Komisi Yudisial.  
b. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya  
c. Melakukan sosialisasi tentang Kode etik dan pedoman 
perilaku hakim, sosialisasi peran kelambagaan Komisi 
Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan 
hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya 
pencegahan penyimpangan perilaku hakim,  









3. Wewenang Komisi Yudisial Penghubung 
Adapun wewenang Komisi Yudisial penghubung sebagaimana 
pada Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 
tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubug Komisi 
Yudisial RI di daerah  yakni :48  
a. Melakukan pencatatan laporan masyarakat  
b. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat 
c. Menerima bukti - bukti pendukung yang dapat menguatkan 
laporan  
d. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada 
pelapor 
e. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan 
dengan laporan sebelum melakukan registrasi.  
Sedangkan dalam melaksanakan tugas penghubung, maka 
Komisi Yudisial penghubung berwenang:49  
a. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan 
koordinasi dan /atau perintah dari Komisi Yudisial. 
b. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk 
diteruskan kepada komisi yudisial 
                                                 
48 Lihat pasal 6 bab 3 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudisial  di daerah   
 
49  Lihat pasal 7bab 3 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudisial  di daerah   
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c. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantauan dari 
komisi yudisial 
d. Melakukan pencatatan dan analisis tenang pemantauan 
persidangan dan 
e. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan 
di wilayah kerjanya.  
Ketentuan mengenai penghubung di daerah dipandang sebagai 
suatu hal yang sangat positif bagi penguatan peran Komisi Yudisial 
untuk tegaknya hukum dan keadilan.  
Keberadaan penghubung di daerah memiliki posisi yang 
strategis mengingat Komisi Yudisial hanya berada di Jakarta sebagai 
Ibu Kota Negara Indonesia, sedangkan area kerja Komisi Yudisial 
adalah sekitar 8000-an yang tersebar diseluruh lembaga peradilan di 
Indonesia. Dengan jumlah tersebut tentu saja mengalami kendala 
dan keterbatasan di dalam melakukan pengawasan jika tidak 
melakukan kebijakan perluasan sesuai dengan peraturan perundang 
- undangan guna memebentuk Komisi Yudisial penguhubung di 
daerah.  
Berkaitan dengan kewenagan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial 
juga memiliki tugas melakukan pemantauan dan pengawasan 
terhadap perilaku Hakim, dengan menerima laporan dari masyarakat 
berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, melakukan verifikasi 
terhadap laopran masyarakat, memutuskan benar tidaknya laporan 
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masyarakat, dan melakukann tindakan koordinasi dengan pihak yang 
terkait terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap KEPPH.50 
Sedangkan tugas Komisi Yudisial di daerah memiliki tugas 
yakni: menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim untuk 
diteruskan ke Komisi yudisial; melaksanakan pemantauan 
persidangan di wilayah kerjanya. Melakukan sosialisasi tentang kode 
etik dan pedoman perilaku Hakim, sosialisasi peran kelembagaan 
Komisi yudisial, spsialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan 
hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya 
pencegahan penyimpagan perilaku hakim; dan melakukan tugas-
tugas lainnya yang diberikan oleh komisi Yudisial51 
Sedangkan keputusan sekertaris jenderal Komisi Yudisial RI 
No,: 119/KEP/SET.KY/08/2013 tentang pengangkatan petugas 
penghubung Komisi Yudisial RI, untuk petugas di wilayah Sulawesi 
Selatan.  
Dengan hadirnya lembaga penghubung Komisi yudisial 
Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memberikan dan memudahkan 
masyarakat pencari keadilan untuk menyampaikan laporan 
pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial. 
                                                 
50 Lihat Pasal 20 Ayat (1) huruf e Undnag Undang No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas 
Undang Undang no. 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudicial.  
51 Peratura komsi Yudicial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2012 
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Bahwa fungsi utama lahirnya Komisi Yudisial Penghubung yang 
dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk mengefektifkan kinerja Komisi 
Yudisial ditingkat daerah. Dengan fungsi utama adalah menerima 
laporan perilaku hakim. Sebagaimaan harapan yang diungkapkan 
oleh Yusuf Nurdin (asisten Penghubung Komisi Yudisial) bahwa:  
“semua masyarakat diharapkan bisa aktif melaporkan jika 
ditemukan adanya pelanggaran kode etik perilaku hakim, 
bahkan termasuk mahasiswa dapat melaporkan”52 
Kewenangan lain yang dimiliki Komisi Yudisial Penghubung 
adalah melakukan pemantauan persidangan secara khusus dan 
melakukan pemantauan lembaga peradilan, pemantauan tersebut 
bukan sekedar datang duduk dan melihat jalannya persidangan, 
tetap ada prinsip – prinsip yang dijadikan patokan dalam melakukan 
pemantauan, terutama prinsip – prinsip yang harus dijalankan hakim 
dalam mengadili dan memutuskan perkara.53 
Berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat, maka 
penghubung wajib menjaga kerahasiaan laporan masyarakat, 
mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan 
pemantauan persidangan yang diatur dalam peraturan Komisi 
Yudisial, dan meyampaikan laporan masyarakat dan hasil 
pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala.54 
                                                 
52http://eksepsionline.com/category/nasional/page/2/ diakses pada 17 juli 2015 
53 Sosialisasi kelembagaan di Fakultas Hukum Unhas, Kamis (30/10) kerjasama BEM FH UH di 
Aua Harifin Tumpa FH UH.  
54 Lihat Pasal 8 Peraturan Komisi Yudicial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, 
sususnan susunan, dan tata kerja penghubug Komisi Yudicial Ri di daerah   
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Komisi Yudisial Penghubung didalam melaksanakan fungsi 
tugas dan wewenangnya penghubung dapat melakukan koordinasi 
dengan mitra kerja/jejaring Komisi Yudisial di daerah.  
Bahwa tugas dan wewenang Komisi Yudisial penghubung 
berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagaimana di atas 
bahwa ketentuan ketentuan hukum Komisi Yudisial penghubung di 
dalam melaksanakn pemantauan terhadap hakim diantaranya 
pertama; landasan pengawasan Komisi Yudisial penghubung adalah 
berdasarkan pada dasar sebagai negara hukum, dengan bertolak 
pada adanya masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk 
mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi 
paham Indonesia adalah negara hukum. 
Kedua, tujuan kelembagaan Komisi Yudisial penghubung 
adalah  untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
meyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan 
persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
Hakim. 
Ketiga, penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan -
pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan 
laporan masyarakat, kompleksitas perkara dan pengadilan, 
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ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan 
efesiensi kerja 
Keempat, Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan 
pelangggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk 
diteruskan ke Komisi Yudisial.  
Kelima, Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah 
kerjanya, Melakukan sosialisasi tentang Kode etik dan pedoman 
perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, 
sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta 
sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan 
penyimpangan perilaku hakim, melaksanakan tugas - tugas lain yang 
diberikan oleh Komisi Yudisial. 
Keenam, penghubung berwewenang: Melakukan pemantauan 
persidangan berdasarkan koordinasi dan /atau perintah dari Komisi 
Yudisial. Menerima pendampingan terhadap tim pemantauan dari 
komisi Yudisial, Melakukan pendampingan terhadap tim pemantauan 
dari komisi yudisial, Melakukan pencatatan dan analisis tenang 
pemantauan persidangan dan, ,memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya. 
Ketujuh, dengan adanya laporan dari masyarakat, maka 
penghubung wajib menjaga kerahasiaan laporan masyarakat, 
mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan 
pemantauan persidangan yang diatur dalam peraturan Komisi 
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Yudisial, dan meyampaikan laporan masyarakat dan hasil 
pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala. 
Kedelapan, Komisi Yudisial Penghubung didalam 
melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya penghubung dapat 
melakukan koordinasi dengan mitra kerja/jejaring Komisi Yudisial di 
daerah.  
 
B. Implementasi pengawasan Komisi Yudisial penghubung 
terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
Komisi Yudisial penghubung di daerah Sulawesi Selatan di 
dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap Hakim 
sebagaimana di kemukaan oleh Rusman Mejang (4/5/2015) bahwa: 
“dalam rangka melakukan pengawasan terlebih dahulu Komisi 
Yudisial penghubung membuat jadwal dan rencana 
pengawasan adapun bentuk pegawasan ada beberapa macam 
seperti menerima laporan masyarakat dan melakukan tindak 
lanjut atau dengan cara melakukan pemantauan jika terjadi 
temuan yang dapat dilakukan degan cara pemantauan secara 
langsung kepersidangan” 55 
Komisi Yudisial penghubung dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap Hakim, merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara 
terencana oleh karena adanya jadwal. Sedangkan, berkaitan dengan 
bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung 
                                                 
55 Wawancara dengan Rusman Mejang, S.E., S.H., M.H., tanggal 5 Mei 2015 di Kantor Komisi 




dalam persidangan. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan 
langsung didahului oleh adanya laporan dari masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 
menggambarkan bahwa dengan Komisi Yudisial penghubung hanya 
melaksanakan pengawasan terhadap Hakim jika ada laporan 
masyarakat, dengan demikian pengawasan tentunya tidak 
mendaparkan hasil yang maksimal, seharusnya pengawasan bukan 
hanya dilakukan oleh karena adanya laporan masyarakat. Sebab, 
diketahui bahwa persoalan pelanggaran kode etik oleh Hakim sangat 
diketahui oleh publik, sehingga seharusnya pengawasan dalam hal 
Komisi Yudisial penghubung harus pro aktif di dalam mencari 
pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.  
Sedangkan, out put (hasil) dari pengawasan yang dilakukan 
oleh Komisi Yudisial penghubung terkait dengan sanksi 
sebagaimana diungkapkan oleh Rusman Mejang (4/5/2015) bahwa: 
“dalam pemberian sanksi atau rekomendasi merupakan 
kewenangan Komisi Yudisial pusat, Komisi Yudisial 
penghubung hanya melakukan klasifikasi, verifikasi dan 
memeriksa kelengkapan berkas untuk kemudian dilanjutkan ke 
Komisi Yudisial pusat”56 
Komisi Yudisial penghubung Daerah tidak memiliki 
kewenangan di dalam memberikan sanksi terhadap Hakim yang 
terbukti melakukan pelanggaran. Namun, Komisi Yudisial 
                                                 
56 Wawancara dengan Rusman Mejang, S.E., S.H., M.H., tanggal 5 Mei 2015 di Kantor Komisi 
Yudisial Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan 
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penghubung hanya dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk 
di ajukan ke Komisi Yudisial Pusat. Dari hal tersebut, sehingga 
Komisi Yudisial penghubung harus memiliki profesionalisme dan 
kemampuan di dalam pengolaan data sebab Hakim yang merupakan 
penentu keadilan bagi masyarakat, sangat di tentukan oleh adanya 
temuan oleh Komisi Yudisial penghubung di dalam melakukan 
pengawasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
terhadap Hakim.  
Berkaitan dengan kendala yang di hadapi oleh Komisi Yudisial 
penghubung di dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
diungkapkan oleh Rusman Mejang melalui wawancara pada 
(4/5/2015) bahwa:  
“……kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial penghubung 
adalah pertama, kurangnya personil di Komisi Yudisial 
penghubung, kedua,  kurangnya penerimaan (respon) Hakim 
terhadap Komisi Yudisial Penghubung.57  
Dari hal tersebut nampak bahwa dengan kurangnya personil 
sangat mempengaruhi hasil dari kerja yang ingin dicapai oleh Komisi 
Yudisial Penghubung, karena seperti diketahui Komisi Yudisial 
Penghubung hanya memiliki empat personil yang terdiri dari satu 
koordinator penghubung dan tiga diantaranya asisten Penghubung 
serta terkait dengan kurangnya respon dari hakim, hal tersebut 
nampak bahwa adanya “ego” Hakim terhadap Komisi Yudisial 
                                                 
57 Wawancara dengan Rusman Mejang, S.E., S.H., M.H., tanggal 5 Mei 2015 di Kantor Komisi 
Yudisial Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan 
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penghubung yang enggan untuk di awasi. Sebagaimana 
diungkapkan oleh salah satu hakim tinggi di pengadilan tinggi 
makassar yang diwawancarai pada (6/5/2015) dalam nada 
pernyataan bahwa :”tidak ada kewenangan (Komisi Yudisial 
Penghubung) mengawasi (Hakim), kedua adalah legalitas Komisi 
Yudisial Penghubung itu dari mana” 58 
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim bahwa 
pada dasarnya tidak adanya penerimaan eksistensi Komisi Yudisial 
penghubung di dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim. 
Hakim cenderung mempertanyakan legalitas daripada Komisi 
Yudisial Penghubung didalam melakukan pengawasan.  
Dari hal tersebut, nampak bahwa pada selain dari ada adanya 
“ego” korps sebagai Hakim, juga cenderung tidak adanya koordinasi 
Komisi Yudisial Pusat Terhadap Hakim di dalam melegalisasi 
eksistensi Komisi Yudisial Penghubung dalam rangka melakukan 
pengawasan terhadap Hakim. 
Beberapa pandangan berdasarkan hasil wawancara 
berhubungan dengan tugas Komisi Yudisial penghubung di Sulawesi 
selatan di dalam melaksanakan tugasnya bahwa Komisi Yudisial 
penghubung Sulawesi selatan telah melaksanakan beberapa tugas 
dan kewenangannya seperti;  
                                                 




Menerima laporan masyarakat dan menindaklanjuti atas 
adanya dugaan pelanggaran kode etik pedoman yang diteruskan 
kepada Komisi Yudisial. Dalam rangka memperkuat eksistensi 
kelembagaan Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi selatan sebagai 
upaya adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 
dan hal tersebut dilaksanakan pada beberapa kampus di Makassar. 
Menurut penulis seharusnya di dalam melaksanakan sosialisasi, 
Komisi Yudisial penghubung bukan hanya dilakukan pada lingkup 
mahasiswa namun juga perlu adanya sosialisasi pada lembaga -
lembaga pemerintahan dan masyarakat secara umum. Hal tersebut 
dimaksudkan karena Komisi Yudisial penghubung sebagai 
perpanjangan tangan Komisi Yudisial adalah perlu diperkuat guna 
memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa 
kecuali. Olehnya itu, Komisi Yudisial penghubung harus diketahui 
tugas fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas 
terhadap hakim.  
Kendala lain dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan 
wawancara bahwa Hakim, kurang menaruh kepercayaan 
keberadaan eksistensi pada Komisi Yudisial penghubung. Sehingga, 
Komisi Yudisial penghubung tidak mampu melaksanakan secara 
efektif oleh karena tingkat penerimaan Hakim terhadap Komisi 
Yudisial penghubung yang kurang. Maka dari itu, perlu adanya akibat 
hukum atau sejenis sanksi terhadap Hakim yang tidak memberikan 
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respon terhadap eksitensi Komisi Yudisial penghubung. Dengan dalil 
bahwa tugas dan wewenang Komisi Yudisial penghubung 
berdasarkan ketentuan perundang - undangan memberikan 
kontribusi besar terhadap citra dan martabat Hakim terhadap 
masyarakat.  
Selain dari pada itu guna memperkuat eksistensi kelembagaan 
Komisi Yudisial penghubung diperlukan adanya kerjasama dengan 
beberapa instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Sehingga 
didalam melaksanakan kinerjanya Komisi Yudisial penghubung 
dapat berkesesuaian dengan cita dasar daripada pembentukan 
lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjaga harkat dan 














A.  Kesimpulan 
1.  ketentuan Hukum Pengawasan Komisi Yudisial penghubung di 
daerah adalah dalam rangka menjaga kehormatan dan 
keluhuran, martabat dan perilaku Hakim ,  diatur dalam 
peraturan perundang - undangan dengan adanya kewenangan 
Komisi Yudisial penghubung untuk melaksanakan pemantauan 
peradilan, menindak lanjuti adanya laporan masyarakat 
berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik 
Hakim, dan di dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama 
(mitra) dengan lembaga lain. 
2. Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial penghubung dalam 
menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku 
Hakim adalah dilakukan berdasarkan adanya laporan 
masyarakat. Sedangkan, sanksi terhadap Hakim atas adanya 
pelanggaran Hakim adalah kewenangan dari Komisi Yudisial 
RI, Komisi Yudisial Penghubung hanya berwewenang dalam 
melakukan klasifikasi, dan verifikasi, untuk diserakan ke Komisi 
Yudisial RI (pusat). Sedangkan Hakim di pengadilan Tinggi 
kurang memberikan memberikan respon terhadap keberadaan 
Komisi Yudisial penghubung.  
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B.  Saran 
1.  Seharusnya ketentuan Hukum Pengawasan Komisi Yudisial 
penghubung di daerah terhadap Hakim harus diberikan 
kewenagan yang lebih luas dalam  rangka menjaga 
kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku Hakim,   
2.  Seharusnya pelaksanaan tugas Komisi Yudisial penghubung 
dalam menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan 
perilaku Hakim harus dilakukan sosialisasi terhadap Hakim - 
Hakim dan kepada masyarakat atas keberadaan Komisi 
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